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PERATUMN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2OT2

TENTANG

PELAKSANMN PEMTURAN DAEMH PROVINSI GORONTAI-O
NOMOR 05 TAHUN 20ll TENTANG PA]AK DAEMH

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA E:JA

GUBERNUR GORONTALO,

:a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Persal 85; Peraturan Daerah

provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajilk Daerah, maka

untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan Pr-'raturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dintakr;ud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tenlang Pelaksanaan

peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 lahun 2011 tentang

Pajak Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Prembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2000 Nomor

258 tambahan Lembaran Negara Republik Inrdonesiia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang wlinyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

tambahan Lembaran Negara Republik Indonr:sia Nomor 4752);

3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentanl; Siumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia N<lmor a377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Ftemrerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
'Tahun 2CtQ4 Nomor L25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiil Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraklnir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentcrng Pemerintahan Daeraft

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nrcrilof a}aa); q
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5 .

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (l-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan lalan (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Na;ara Republik Indonesia

Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200'9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran ltlegara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentilng Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran l'legara Relpublik Indonesia

Nomor 523'il;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 19tf2 tenttlng Tata Pengaturan

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia lrlonpr 3252);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (t-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor tN, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembinran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan F'ajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161); J
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun :2010 tentang Jenis Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut BerrJasarkan Penetapan

Kepala Daerah atau dibayar sendid oleh wajib pajalk (t.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, T,ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2At1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04).

Menetapkan

MEMUTUSMN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG

PROVINSI GORONTALO NOMOR

DAERAH

PEIAKSAI{MN PERATUMN DAERAH

5 TAHLIN 2011 TENTANG PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

3. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Gorontalo.

4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undilngan yang dibentuk:

oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan persetujuan bersama Gubernur

Gorontalo.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, drengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Tarif Progresif adalah tarif yang dikenakan kepada bpemilikan

kedua dan seterusnya oleh orang pribadi.

kendaraan
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7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modetl yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak nnelakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kclmarnditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk aprapun, firma, kongsi,

kOperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainn'1a, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak inv'estasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

B. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kpemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor.

9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda besefta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan clarart, dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainn'ya yang bedungsi

untuk mengubah suatu sumber daya energli teftentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutarn, terrnasuk alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor

dan tidak melekat Secara permanen sefta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak intas penyerahan hak

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjiadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

11.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan

bahan bakar kendaraan bermotor.

12. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sefirua jenis bahan bakar cair

atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

13.Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan.

14.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pacla permuklan tanah,

tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut rTldupurr di darat.

15. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

pemerintah.

16.Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan,

Pajak. 
V
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17.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yerng mr:mpunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atcru jangka

waKu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menjadi dasar

bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan nrelapork:an pajak

yang terutang.

19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus; dibay;ar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perund,ang-undarrgan perpajakan

daerah.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnlrs disingklt SSPD, adalah
buKi pembayaran atau penyetoran pajak yang telalr dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21.Surat Tanda Nomor Kendaraan, ydng selanjutnya disingl<at SThIK adalah

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai
nomor kendaraan bermotor.

22.Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Eiermotor, yang mlanjutnya
disingkat SPPKB adalah surat pendataan dan penrlaft:aran kendaraan

bermotor yang disampaikan oleh wajib pajal< yang berfungsi sebagai
permohonan srNK, pendaftaran kendaraan br:rmotor, clasar penetapan
pajak dan permohonan SWDKLL.

23.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yanE selanjutnya clisingkat spTpD,
adalah surat yang oleh wajib Pajak digurrakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, ob'yek pajak dan/atau bukan
obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan daerah.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutn,ya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan beserrnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

25.Surat ragihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkert STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau :;anksi administratif berupa;
bunga dan/atau denda. 
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26.Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kr:ndaraan Bermgtor yang
selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Permberitahuiln yang
disampaikan kepada wajib pajak terhadapr kewajiban yang harus
dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.

27.sistem Administrasi Manunggal Di Bawah satu Atap y'ang selanjutnya
disingkat SAMSAT.

28' Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Dararah F,emerintah provinsi

Gorontalo.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu :

a. PKB

b. BBN KB

c. PBB KB

d .  P A P d a n

e. Pajak Rokok

BAB III

PA]AK KENDARMN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Kepemilikan
Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1) objek Pajak Kendaraan Bermotor arJalah kepemililcan dan atau
penguasaan kendaraan bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotrcr sebergaimana dimaksud
pada ayat (1.) adalah kendaraan bermotor beroda besefta gandengannya
yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kend,araan bermotor
yang dioperasikan di air dengan ukuran isi klotor G;-I li (Linna Gross
Tourange) sampai dengan GT 7 (tujuh Grctss Touranget).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebergaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah

a. Kereta api t
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakern untuk keperluan,

peftahanan dan keamanan Negara. 
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c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau rJikuasai kreduataan,

konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik dan

lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak

dari pemerintah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermrttor.

(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang Prlberdi ;atau Badan yang

memiliki kendaraan bermotor.

(3) Dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakanrrya diwakili oleh
pengurus atau kuasa badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara

Pembayaran Dasar Pengenaan

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai hasil perkalian 2 (dua) unsur
pokok:

a. Nilai jual Kendaraan Bermotor dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan

bermotor.

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar sefta kendaraan di air
pengenaan PKB berdasarkan NJKB.

Pasal 6

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau
penggantian mesin wajib dilaporkan paling lambat :)0 r[tiga pruluh) hari
kerja sejak perubahan bentuk dan at,au penggarrtian mesiln selesai
dilaksanakan.

(2) Apabila Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dan/atau
penggantian mesin yang mengakibatkan penambal'ran nilai maka
besarnya tambahan PKB dihitung dengan cara mr:ngalikan tarif pKB

dengan NJKB ubah bentuk dan/atau pengganti mesin. ll
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(3) Setiap kendaraan bermotor yang menEalanri perubahran fungsi wajib

melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan

fungsi.

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 7

(1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepemilikan pertama kendaraan bermotor prribadi dan badan

dikenakan tarif sebesar L,5o/o (satu koma lima persen).

b. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan urnurn sebqnr 0,75o/o
(nol koma tujuh puluh lima persen).

c. Tarif PKB untuk Kendaraan Bermotor ambulans, pemiadam kebakaran,

sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

PemerintahffNl/POLR[, Pemerintah Daerah sebesar 0,5o/o (nol koma

lima persen).

d. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat beraVlles,ar sebesar 0,2o/o

(nol koma dua persen).

e. Tarif PKB Kendaraan diatas air sebesar L,5o:/o (satu koma lima persen),

(2) Kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi roda 4 (empat) serta

kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 2.50 cc keatas kedua

dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 2,5o/o (dua korrna lima persen).

(3) Kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rCibedakan

atas kendaraan roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat),

(4) Penerapan tarif progresif sebagaimana dimaks;ud pacla aryat (2) dan ayat
(3) didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama yang rCibuKikan

dengan Kaftu Tanda Penduduk (KfP).

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

PKB dikenakan untuk masa pajak L2 (dura br:las) trulan berturut-turut

terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 9

Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan SPKPKB 14 (ernpat belas)
sebelum akhir masa PKB dalam bentuk surat atau rnedia lainnya.

hari
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Pasal 10

(1) Setiap Pembayaran PKB wajib pajak mengisi fortnulir SPPKB secara

lengkap dan benar.

(2) SPPKB sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi :;ebiagai pendaftaran

dan dasar penetaPan Pajak.
(3) Formulir SPPKB memuat sebagai berikut :

a. nomor polisi;

b. nama pemil ik;

c. alamat pemilik;

d. jenis/type kendaraan bermotor;

e, tahun pembuatan I cc;

f . nomor kendaraan bermotor/NIK;

g. nomor mesin / chasis;

h. tanggal faKur/kwitansi;

i. bahan bakar.

(4) Khusus untuk kendaraan mutasi dari luar daerah Provinsi Gorontalo selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga merlampirl<an surat keterangan

fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tempat asal kendaraan.

Pasal 11

PKB dibayar pada Kantor SAMSAT atau

Kepala Badan Keuangan Daerah dengan

dokumen lain yang dipersamakan.

tempat lain yangl ditetetpkan oleh

menggrunakan formulir SSPD atau

Bagian Kelima

Restitusi

Pasal 12

(1) PKB dibayar sekaligus dimuka.

(2) PKB karena suatu dan lain hal keadaan kahar (l=orce Majeur) masa

pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan,dapat dilakukan restitusi atas

pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui,

(3) Terhadap wajib pajak yang melakukan mutasi kenclaraan keluar daerah

Provinsi Gorontalo, sebelum berakhir masa paiak diberikan restitusi.

(4) Pemberian restitusi atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud'

ayat (2) dan mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (3) .
perhitungan restitusi sebagai berikut , I
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a. Kurang atau sama dengan 15 (lima belas;) hari tldak dihitung masa
pajak.

b. Diatas 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan perruh masa pajak.

Pasal 13

(1) wajib pajak harus mengajukan permohonan re:;titusi setngaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), kepada Gubernur melalui Kepala
Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandil tangani ,oleh wajib
pajak atau kuasanya yang dibuKikan dengan :;urat kuasa bermeterai dan
melampirkan:

a. Foto Copy STNK, Notice Pajak, BPKB dan KfP.

b. surat keterangan bengkel dan pengecekrn langsung olelr petugas

SAMSAT atas kendaraan karena keadaan kahar.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARMN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

Pasal t4
(1) objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adallah penyerahan

Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(2) Termasuk dalam pengeftian Kendaraan Bermrctor ardalah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3) Dikecualikan dan pengeftian Kendaraan Bermotor adaliah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 15
(1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi

atau badan yang dapat menerima penyerahan l(endaraan Bermotor.
(2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalerh orang pribadi

atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16
(1) Penyerahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimabud dalam pasal 15

ayat (1) berupa :

a. jual beli

b. hibah

c. warisan
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d.  dump

e. tukar menukar/bafter

(2) Tanggal penyerahan kepemilikan kendiaraan bermotor adalah

tanggal :

a. faKur asli untuk kendaraan baru;

b. kwitansi pembelian untuk pembelian bekas pakai;

c. kwitansi lelang untuk kendaraan lelang;

d. surat hibah untuk kendaraan hibah;

e. surat warisan untuk kendaraan warisan;

f. surat keputusan penghapusan untuk kenderraan dump;

g. surat ketentuan dan atau akta notaris penggabungan (mergefl dua

atau lebih badan usaha;

h. surat perjanjian tukar menukar baranrg bagli kendariaan tukar

menukar/bafter.

Pasal 17

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkarr di kantor bersama Samsat

setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harri l<erja sejak surat

penyerahan,

(2) Setiap pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipungut BBN-KB.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Pembityaran

Dasar Pengenaan BBN-KB

Pasal 18

(1) Dasar pengenaan BBNKB dihitung sebagai harsil perlkali,an 2 (dua) unsur
pokok:

a. nilai jual kendaraan bermotor; dan

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penqgunaan kendaraan

bermotor.

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakarr diluar jalan umum

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta llendaman di air
pengenaan BBNKB berdasarkan NJKB. I
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Pasal 19

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami p'erubahan dan/atau

penggantian mesin wajib dilaporkan paling lilmbat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak perubahan bentuk dan atau penggantiarn mq;in selesai

dilaksanakan.

(2) Apabila Kendaraan Bermotor mengalarni pe:rubahan dan/atau

penggantian mesin yang mengakibatkan penambahan nilai maka

besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB

dengan NIKB ubah bentuk dan/atau pengganti mesin.

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 20

(1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

a. penyerahan peftama L2,5o/o (dua belas koma lima persen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1olo (satu persen);

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBINKtl masing-masing

sebagai berikut:

a. penyerahan peftama sebesar 0,75o/o (nol koma tujuh puluh lima

persen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,0,25or'o (nol koma nol

tujuh puluh lima persen).

(1) Tarif Kendaraan di air ditetapkan sebagai beril<ut:

a. penyerahan peftama t2,5o/o (dua belas konn lima persen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1olo (sartu persen);

(2) Khusus untuk penyerahan karena warisan adalah:

a. Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan l<endaraan bermotor

umum sebesar 0,1 (nol koma satu persen) dan

b. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan ,alat-alat bresar yang

tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,00750,/o (nol koma nol nol

tujuh puluh lima persen).
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Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

(1) Setiap pembayaran BBN-KB wajib pajak menrgisi formulir SPPKB secara

lengkap dan benar.

(2) SPPKB sebagaimana dimaksud ayat (1) bedungsi :;ebagai pendaftaran

dan dasar penetapan Pajak.

(3) Formulir SPPKB sebagaimana tersebut dalam Fasal 9 ayat (3).

Pasal 22

BBNKB dibayar pada Kantor Bersama SAMSA f atau termpat lain yang

ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan

formulir SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF
PKB DAN BBN.KB

Pasal 23

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan atau pemberbas;an PKII dan/atau

BBN-KB.

(2) Pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimanra dimaksud ayat (1)

atas permohonan wajib pajak.

(3) Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimal<sud ayat (1),

berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Keuarngan Daerah.

Pasal 24

Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal

23 hanya dapat diberikan terhadap:

a. kendaraan bermotor milik organisasi atau yaya$an yang brergerak dibidang

sosial dan keagamaan.

b. kendaraan bermotor yang nyata-nyata dalam keadaern rusak trerat yang

dibuKikan dengan surat keterangan/pengecekan langsung dari petugas

Samsat.

Pasal 25

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memberikan keringanan atau
pembebasan denda PKB dan/atau denda BBN-KB.

(2) Pemberian keringanan atau pembebasan denda sebagerimana dima

ayat (1) atas permohonan wajib pajak.
Kud
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(3) Denda yang dapat diberikan sebagaimana dimaKud ayat (:L) adalah

Kendaraan bermotor milik organisasi atau yaya:;an yang bergerak

dibidang sosial dan keagamaan serta kendaraian yanr; n'yata-ny'ilta dalam

keadaan kahar dan atau rusak berat yang dibuktikern dengan surat

keterangan bengkel dan pengecekan langsung oleh petu,gas SAlrlSAT.

(4) Keringanan denda dapat juga diberikan selain pada ayat (3), belndasarkan

usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasat 26

Gubernur dapat memberikan insentif PKB dan/atau BBNI€ melalui Peraturan

Gubernur berdasarkan peftimbangan Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB VI

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARMN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Pajak

Pasal 27

(1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalilh Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap ,Cigunal<an untuk

Kendaraan Bemotor termasuk bahan bakar yang cligunak:an untuk

kendaraan di air dan diudara.

(2) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor adalah konsunlen Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

(3) Wajib pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orcng pribadi atau

Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Brernrotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan,Tarif dan besarnya Pokok Pajak.

Pasal 28

Dasar pengenaan PBBKB yaitu nilai jual bahan f]akar l(endaraan Bermotor

sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 29

(1) Tarif PBB KB bersubsidi ditetapkan sebesar 7,5o/o (tujuh kclma lima
persen).

,r, 
;::ff;B 

KB non subsidi ditetapkan sebesar 7,5oh (tujuh koma ,t^u 
I
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(3) Dalam hal terjadinya perubahan tarif yang dilakukan oleh

Pemerintah,maka tarif sebagaimana dimaksud ayalt (:L) menyesuaikan

dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30

Besarnya pokok PBB KB yang terutang dihitung dengan carar mengalikan tarif

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan da:nr pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Pembelian Bahan Bakar dilakukan oleh Industri, Usahet peftambangan,

kehutanan, transpoftasi dan kontraKor Jalan yang cligunakan untuk

Operasional Kendaraan bermotor dipungut PBB KB,sebesar:

a. untuk seKor Industri dipungut sebesar 17,t7t'/o (tujuh belas koma tujuh

belas persen) dari pembelian Bahan Bakar.

b. untuk usaha pertambangan dan usaha kehutcrnan, F,€rkebunan dipungut

sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.

c. Untuk usaha transportasi darat, laut dan kontrarktor jalan dipungut sebesar

100o/o (seratus persen).

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 32

Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan atas kebenaran jumlah

pendistribusian penggunaan Bahan Bakar padar DEPO, :;tasiun pengisian

Bahan Bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan Balcar TNI/POLRI, Agen

premium dan minyak solar (APMS), Premium Solar Parcked Dealer (PSPD),

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB),, Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Gas (SPBG)yang akan menjual BBM pada semua seKor usal'ra kegiatan

ekonomi yang berada di darat,laut dan udara.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 termasuk

pelaporan dan penyetoran PBB-KB dilaksanakln oleh l3adan

Daerah dan/atau InspeKorat Provinsi.

administrasi

Keuangan

I
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BAB VII

PA]AK AIR PERMUI(MN

Bagian Kesatu

Objek,Subjek Pajak

Pasal 34

(1) objek Pajak Air Permukaan (PAP) yaitr.r pengarnbilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

(2) Dikecualikan dari Objek pajak Air Permukaan yaitu penganrhilan dan

/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk kepelrluan clasar rumah tangga,
pengairan,peftanian dan perikanan rakyat derrgan tetap memprerhatikan

kelestarian li ngkungan.

Pasat 35
(1) subjek Pajak air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan.

(2) wajib pajak Air Permukaan yaitu orang pribadi atau barjlan yang

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air perrmrukaan.

Bagian Kedua

Tarif, Dasar pengenaan dan Pokok pajak.

Pasal 36
(1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 1.0% (sr:puluh persen)
(2) Dasar pengenaan Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

adalah Nilai Perolehan Air (NPA).

(3) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud ayalt (2) rlitetapkan
sebagai berikut :

a. penggunaan oleh PDAM ditetapkan Rp. 1215 (seratus dua puluh lima
rupiah) setiap Ma.

b. penggunaan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangllit tenerga Listrik
ditetapkan Rp. 50 (lima puluh rupiah) setiap Ma

c. penggunaan oleh Peftamina dan Para konrtraKornya untuk kegiatan
industri pertambangan minyak dan Gas Bumi sebes,ar lRp. 100 (seratus
rupiah) setiap Ma

d. Kegiatan Industri dan niaga yang mengambil dan memanfaatkan air
permukaan, perhitungannya sebagaimana tercantum dalam lampiran ,
keputusan ini. I

--l
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Pasal 37
(1) Kegiatan industri dan niaga sebagaimana dimaksud ,dalam Faserl 36 ayat

(3) huruf d adalah

a. non niaga :

1. rumah tangga;

2. asrama;

3. rumah sakiU
4. kantor pemerintah;
5. dan lain- lain.

b. niaga kecil :

1. peftokoan;

2. rumah makan;
3. kolam renang;
4. pencucian mobil.

c. niaga besar :

1. perhotelan.

d. industri kecil :

1. home industri;

2. pabrik es;

e. industri besar :

1. pabrik gula;

2. pabrik gula;

3. pabrik nata de coco;

4. pabrik tepung kelapa;

5. perusahan air minum.

Pasal 38

Besarnya Pokok Pajak Air Permukaan yang terutarng dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud clalam pasal 36 ayat (1)
dengan nilai perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3)
selama masa pajak yang ditetapkan melalui ShlpD.

Bagian Ketiga

Pendataan dan pendaftaran Wajib
Pajak Air Permukaan

Pasal 39
Setiap orang pribadi atau Badan yang mengambil dan atau memanfaatkan
air permukan wajib mendaftarkan pada Pemerintah frrovinsi Giorontalo ,
melalui Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan SpT'pD . 

__/
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Pasal 40

Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 38
dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah wajib pajak rnelakukan
pengambilan dan atau pemanfaatan air permullaan dr3ng?fl mellampirkan
persyaratan :

a. photo copy akta pendirian badan Usaha bagi badan usaha;;

b. photo copy izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permurkaan dari
instansi yang berwenang;

c. photo copy KTP pemili(penanggungjawab Badan Usaha.

Pasal 41

Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran clalam waKu yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal zl0 mak:a Uadan Keuangan
Daerah melakukan pendataan dan menetapkan pajak secara jabatan.

BAB VIII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Pajak Rokok

Pasal 42
(1) Objek Pajak Rokok yaitu Konsumsi Rokok,
(2) Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sigarert, cerutu rJan rokok

daun.

(3) Dikecualikan dari objek pajak Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perrundang-
undangan dibidang cukai.

Pasal 43
(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen Rokok.
(2) Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha pabrik rollok/produs;en darr importir

rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok penyerahan har,ang kena
cukai.

Bagian Kedua

Tarif, Dasar pengenaan dan
Besarnya Pokok pajak Rokok

Pasal 44
Dasar pengenaan Pajak Rokok yaitu cukai yang ditetapkarn clleh pemerintah.

terhadap rokok. I
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Pasal 45

Tarif Pajak Rokok yaitu 10o/o (sepuluh persen) dari cukai nokok"

Pasal 46

(1) Besarnya Pokok pajak Rokok yang terutang dil'ritung dettgan cara

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal '15 dengan

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksurJ pada Pasal 44,

(2) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah bersama dengan

pemungut cukai rokok.

(3) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah selaagaimana

dimaksud pada ayat (2) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara

proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

BAB IX

DENDA PA]AK

Pasal 47

(1) Wajib pajak dikenakan denda apabila pembayaran melewati:

a. 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan;

b. berakhirnya masa pajak Kendaraan Bermotor;

c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal Ma:;uk;

d. 30 (tiga puluh) hari sejak mengalami perubahan dran/atau penggantian

mesin dan perubahan fungsi;

e. 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKIPD,

(2) Apabila tenggang waKu sebagaimana dimaksud pada a'yat (1) telah

lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi admini:;trasi berupa denda

sebesar 2o/o (dua persen) per bulan yang dihitung :;etinggi-tirgginya 24

(dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SKPDI atau dok:r.rmen lain

yang dipersamakan.

(3) Dalam pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas
keterlambatan hari dihitung satu bulan penuh.

(4) Terhadap kendaraan yang telah mendaftar dan ditetapkan, diberikan

tenggang waKu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggtal pencrtapan, apabila telah

melewati batas waktu tersebut dikenakan denda setngaimana dimaksud

ayat (2). 
I
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BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 48

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagil'r lagi karena l'ak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah rnelampaui
jangka waKu 5 (lima) tahun terhitung sejall saat terhutangnya pajak

kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana ,Cibidang perpajakan

daerah.

(3) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaKud dalam ayat (2)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pa'iak bailk langsun(l maupun

tidak langsung.

(4) Jumlah piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 49

Berdasarkan buKi dan data ternyata pajak terutang tidal< memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) clan ayat (3) llepilla Badan
mengusulkan kepada Gubernur untuk penghapusan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

BAB XI

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 50
(1) Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan l:epada Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 3i0o/o (t,iga puluh persen)

dengan pembagian sebagai berikut:

a.70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi; darn
b. 30 o/o (tiga puluh persen) berdasarkan pemerctaan.

(2) Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kahupaten dan
Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh pl'rsen) dengan pr:mbagian
sebagai berikut:

a. 70 0/o (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi; dan
b. 30 o/o (tiga puluh persen) berdasarkan pemerctaan.
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(3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepadia F'emerintah

Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar li0o/o (lima pulufr persen)

dengan pembagian sebagai berikut:

a. 80 0/o (delapan puluh persen) berdasarkan F'otensi; dan

b. 20 o/o (dua puluh persen) berdasarkan Pemerataan.

(4) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan derri surnber air yang

berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupatlen/kota, hasil p,:rnerimaan

Pajak Air Permukaan dialokasikan kepada kalbupaten/k:rta yang

bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

(5) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah l(,abupaten

dan Pemerintah Kota sebesar 70o/o (Tujuh puh"rh persen) dengan
pembagian sebagai berikut:

a. 80 o/o (delapan puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk.

b. 20 0/o (dua puluh persen) berdasarkan Pemerrataan,

(6) Rumusan alokasi bagi hasil kabupatenlkota serbagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan a'yat (5) ditetapkerrr dengan

Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Kepala Badan Keuangan Daerah setiap bulan mernghitung dan mr3rnetapkan
besarnya bagi hasil pajak untuk Pemerintah Kabup,aten/Kota.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 52
(1) Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimanil dimaksud dalanr Pasal 42

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014
(2) Dengan berlakunya peraturan Gubernur ini mal<a :

a. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 138 Tahun 2002t tentang
pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Grlroht?lr) Nomor :[8 tahun
2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas Air.

b. Keputusan Gubernur Gorontalo Nonnor 1.39 tahun 2'A02:. tentang
pelaksanaan Perturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor :|.9 Tahun
20A2 tentang Bea balik Nama kendaraan Bermotor darn flendaraan

diatas Air. L
7
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c. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 354 tahun 2002 terntang

pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Gororrtalo Nomor 41 tahun

2002 tentang Pajak pengambilan dan pemanfaatan erir bawah tanah

dan air Permukaan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepilnjang

mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Kept$usan

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 54

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetaprkan Agar setiap

ora ng mengetahuinya, memeri ntahkan pengundangan Peraturan Gubel'nur ini

dalam Berita Daerah"

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 27
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I-AMPIMN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 27 TAHUN 20tz
TANGGAL : l_9 Juli Z0t2
TENTANG : PELAKSANMN PERATUMN DAEMH PROVINSI ISOIIONTALo

NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJA}( DAERAH

No. JENIS USAHA
Volume dan Harga Dasar Air Per M3

0 - 1 0 0 i01 - 500 501 - 1000 > 1000

1 Non Niaqa t25 325 350 4()0

2 Niaqa Kecil 350 450 450 s50
3 Industri Kecil 500 600 800 1000

4 Niaga Besar 550 6s0 Bs0 1050

5 Industri Besar 600 700 900 1100
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